
 1 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

NOMOR   13      TAHUN 2012 

 
TENTANG  

 

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANTUL, 

 

Menimbang : bahwa  dalam  mewujudkan masyarakat Bantul yang cerdas, 
berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia, serta untuk  
melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Daerah 
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 44); 

 
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 
Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 59); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4769); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib 

Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4863); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4941); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang  Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

 

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 
2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 
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15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 

tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran 
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 
Seri D Nomor 5); 

 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 
Seri D Nomor 12); 

 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 

tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan 
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 
Seri D Nomor 11 Tahun 2007); 

 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul    (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 Seri D Nomor 07) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 
Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011); 

 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 01); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL 

dan 

BUPATI BANTUL 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG PENGELOLAAN DAN 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 

1. DIY adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Bantul. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat 
DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.  

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang 
pendidikan. 

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara yang diselenggarakan di daerah. 

8. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam 
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah 
DIY, Pemerintah kabupaten, penyelenggara pendidikan yang didirikan 
masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat 
berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

9. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen 
sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, 
jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung 
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

10. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk 
mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai 
dengan tujuan pendidikan.  

11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 
dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 

12. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan 
tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. 

13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelengggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan 
informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu 
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 
usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 
dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam  memasuki pendidikan 
lebih lanjut. 
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15. Taman kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu 
bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal 
yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) 
tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 

16. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk 
satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang 
menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 
(empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 

17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 
berjenjang  yang terdiri atas pendidikan dasar  dan pendidikan menengah. 

18. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal 
yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada 
satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah 
atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan 
pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah 
Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. 

19. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk 
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum 
pada jenjeng pendidikan dasar. 

20. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu 
bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan 
umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di 
dalam binaan Kementerian Agama. 

21. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah 
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan 
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari 
SD, MI atau bentuk lain yang sederajat. 

22. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah adalah 
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan 
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang 
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang 
sederajat. 

23. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pada jalur 
pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk 
Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau 
bentuk lain yang sederajat. 

24. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah 
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan 
pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan 
dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. 

25. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk 
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum 
dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah 
sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat di dalam 
binaan Kementerian Agama. 

26. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah 
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan 
pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan 
dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. 

27. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah 
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan 
pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang 
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain 
yang sederajat di dalam binaan Kementerian Agama. 

 
 
 
 


